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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian internal
dalam penyaluran dan penagihan kredit usaha rakyat (KUR), mengidentifikasi
masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit, untuk
mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kredit bermasalah dan untuk
mengetahui prosedur pengawasan kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan
oleh bank Bank Rakyat Indonesia Thk Unit Pasar Besar, Pasuruan — Jawa Timur.
Teknik pengempulan data dilakukan dengan wawancara, dokementasi dan
observasi langsung terhadap bank.Hasil peneletian ini menunjukan bahwa sistem
pengendalian di bank BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan suda berjalan efektif
dan sesuai dengan peraturan bank. Sehingga berpengaruh positif terhadap
pemberian KUR dan cara mengatasi kredit bermasalah. akan tetapi, masih
ditemukan pegawai bank yang menyimpang dari tugas yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan peraturan bank.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Kredit Usaha Rakyat (KUR)
A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang masih berkembang dan melakuan
pembangunan di segala bidang, salah salah satunya adalah bidang ekonomi.
Pada dasarnya, fundamental ekonomi di Indonesia masih belum kokoh. Di sisi
lain, pembangunan ekonomi sangat diperlukan sebagai salah satu usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat adalah memajukan disektor usaha-usaha yang
didirikan oleh masyarakat kecil yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk itu,
pemerintah mendorong terus memperdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Dalam sektor UMKM ini mampu untuk menyerap tenaga yang banyak
sehingga dapat menimalkan tingkat pengangguran di masyarakat sekitar. Dan
jika pengangguran di masyarakat menurun maka juga akan menimalisir tingkat
kemiskinan di masyarakat.

Disisi lain, permasalahan yang begitu banyak yang di hadapi oleh UMKM

sehingga sulit berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar dan



bermodal lebih besar daripada UMKM. Masalah modal menjadi kendala utama
untuk memajukan UMKM itu sendiri. dimana untuk meningkatkan permodalan
dari UMKM diperlukan lembaga yang menyediakan fasilitas kredit. Karena
dengan adanya fasilitas kredit, modal usaha UMKM akan tercukupi dan. mampu
mengembangankan usahanya dengan meminjam dana dari lembaga pemberi
fasilitas kredit tersebut. Salah satu lembaga penyedia fasilitas kredit yang
dipercaya adalah perbankan.

pemerintah merealisasikan upaya peningkatan kontribusi UMKM terhadap
perekonomian adalah melalui pembiayaan modal usaha yang dinamakan dengan
Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit usaha rakyat merupakan kredit yang
diberikan kepada nasabah, khususnya nasabah yang akan menciptakan usaha
atau nasabah yang ingin mengembangkan usahanya tanpa menyerahkan
anggunan kepada pihak peminjam dengan tingkat suku bunga yang relative kecil
yaitu sebesar 9% dari total dana yang dipinjam. Tujuan akhir diluncurkan
Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan
dan penyerapan tenaga kerja. Berikut adalah realisasi KUR di beberapa propinsi
di Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan Penyaluran:

Gambar 1: Realisasi KUR 2016

Realisasi KUR menurut Propinsi 2016
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Berdasarkan data diatas, realisasi KUR di pulau jawa menunjukan yang paling
tinggi dari pada propinsi-propinsi yang berada di pulau besar seperti Kalimantan
dan Sumatra. Jawa timur sebagai salah satu pusat UMKM yang cukup besar

sehingga realisasi KUR cukup tinggi dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain



di Indonesia. Selain Bank BRI, ada beberapa bank lainnya yang juga turut
melaksanakan program dari pemerintah namun tingginya Kketertarikan
masyarakat untuk mengajukan kredit mikro di Bank BRI adalah karena bank BRI
salah satu bank yang unitnya banyak dan memasuki daerah-daerah terpencil.
BRI unit Pasar Besar Kota Pasuruan adalah salah satu unit yang letaknya sangat
strategis yaitu didekat sentral pasar, sehingga banyak UMKM yang menjadi
nasabah bank tersebut dengan lebih mudah mengakses kredu usaha rakyat.

KUR ini tidak berjalan dengan apa yang diharapkan permerintah. Di Bank
Rakyat Indonesia (BRI) banyak kendala untuk melaksanakan kebijakan
pemerintah tentang adanya KUR Terutama masalah tidak konsistennya debitur
untuk membayar angsuran kredit tersebut. Sehingga banyak debitur yang
mengalami kredit macet. Berbagai faktor yang menyebabkan debitur mengalami
kendala saat mengembalikan kredit perbankan. Sehingga tidak sedikit debitur
masuk sebagai daftar NPL (Non Performing Loan) atau kredit macet. NPL (Non
Performing Loan) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup
membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah
diperjanjikan.

Untuk mengetahui mengapa NPL di BRI lebih rendah daripada bank-
bank lain, akan dilakukan penelitian dari sisi pengendalian Internal terhadap
kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia. Dengan adanya pengendalian
internal dalam bidang perkreditan di BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan
diharapakan dapat mengurangi NPL. Dan diharapkan dapat juga mencegah
penyalagunaan kredit, kecurangan nasabah ataupun penyelewengan dalam
pengembalian kredi dan pelunasannya. mengingat bahwa timbulnya kegagalan
kredit dapat disebabkan karena kurang maksimalnya atau kurangnya
pengawasan terhadap pengendalian internal yang sudah dibuat.. Berdasarkan
ilustrasi tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak sistem pengendalian internal atas pengelolaan kredit
usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar,
Pasuruan — Jawa Timur?

2. Bagaimana cara mengatasi kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat

Indonesia Thk Unit Pasar Besar, Pasuruan — Jawa Timur?



B. TINJAUAN PUTSAKA
Pengendalian Internal

Berikut ini adalah definisi dari pengendalian internal menurut beberapa
ahli. Menurut Menurut Jusup (2001:252) mendefinisikan pengendalian internal
sebagai suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan
personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tiga golongan golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan laporan keuangan: Manajemen bertanggung jawab menyiapkan
laporan keuangan untuk investor, kreditor dan para pemakai lainnya baik secara
hukum maupun profesionalnya untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut
disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi: Pengendalian dalam suatu perusahaan
merupakan alat untuk mengurangi kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu
serta mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.
Bagian penting lain dari efektifitas dan efisiensi adalah penggunaan aktiva dan
catatan fisik perusahaan yang dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak apabila
tidak dilindungi oleh pengendalian yang memadai. Kondisi yang sama juga
berlaku untuk aktiva non fisik seperti piutang usaha, dokumen-dokumen.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku: Dalam akuntansi
tidak semua hukum dan undang-undang berhubungan dengan akuntansi, hukum
dan peraturan yang tidak berhubungan dengan akuntansi yaitu perlindungan
terhadap lingkungan. Sedangkan hukum dan peraturan yang berhubungan
dengan akuntnasi yaitu peraturan tentang perpajakan.

Menurut Mulyadi (2002: 183) Sistem pengendalian internal meliputi
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen.
Menurut Warren, Reeve, & Fees (1999: 183) dalam Munawaroh (2011)
pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva
dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat dan memastikan
bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.

Menurut Krismiaji (2002:218), penendalian intern adalah rencana dan
metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan
informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk

mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Marshall dan



Paul (2004:229) menyatakan bahwa, pengendalian intern adalah rencana
organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga asset, memberikan
informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya
organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.
Tujuan Pengendalian Internal
Tujuan dari pengendalian intern menurut Bastian (2000:154) adalah sebagai
berikut :
1. Untuk melindungi harta/aktiva organisasi dan pencatatan pembukuannya.
Aktiva organisasi bias dicuri, dirusak atau disalahgunakan secara sengaja atau
tidak sengaja. Demikian juga untuk aktiva tidak nyata seperti dokumen, surat
berharga dan catatan keuangan, pengendalian internal dibentuk untuk mencegah
atau menemukan aktiva yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang
tepat.
2. Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi Manajemen harus
memiliki data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya untuk melaksanakan
operasi. Pengendalian intern dapat mencegah dan menemukan kesalahan pada
saat yang tepat.
3. Menungkatkan efisiensi usaha bank Pengendalian intern dalam organisasi
ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu dan mencegah
pemborosan terhadap semua aspek usaha, termasuk pencegahan penggunaan
sumber daya yang tidak efisien.
4. Mendorong ditaatinya kebijakn manajemen yang telah ditetapkan Manajemen
menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi.
Pengendalian intern memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan
tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Sedangkan menurut Marshall dan Paul (2004:229) mengatakan bahwa tujuan
pengendalian internal adalah untuk: (1) menjaga asset, (2) memberikan informasi
yang akurat dan andal, (3) mendorong dan memperbaiki efisiensi, (4) mendorong
kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Dari beberapa tujuannya, ada beberapa unsur pokok pengendalian intern.
Unsur-unsur pokok tersebut menurut Mulyadi (2001:165) adalah:

1. Struktur organisasi



Struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menyusun struktur organisasi yaitu:
a. Adanya pemisahan fungsi yang jelas (fungsi pencatatan, pelaksanaan,
penyimpanan, dan pengolahan).
b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh melaksanakan
semua tahap suatu transaksi dari awal sampai akhir.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan
Dengan adanya wewenang dan prosedur pencatatan yang benar maka dapat
melindungi kekayaan, utang, pendalatan, dan biaya perusahaan. Selain itu,
dalam penerapannya juga harus didukung dengan menggunakan bagan alir
prosedur dan formulir-formulir yang diperlukan.
3. Praktik kerja yang sehat
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur
pencatatan yang telah ditetapkan tidak terlaksana dengan baik jika tidak
diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
Terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan dengan kualitas yang sesuai dengan tanggung jawab
Unsur karyawan adalah unsur yang paling penting. Kualitas karyawan dapat
ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak.
C. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud pendekatan
kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subyek penelitian secara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).
Unit Analisis dan Penentuan Informan
1. Informan kunci: yang menjadi informan kunci adalah Kepala PT. Bank Rakyat
Indonesia Tbk unit Pasar Besar Kota Pasuruan.
2. Informan pendukung: dalam memperoleh informasi terkait data penelitian
terdapat informan pendukung yaitu Account Officer/mantra dan Teller PT.

Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Pasar Besar Kota Pasuruan.



Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dengan meggunakan wawancara, penulis dapat mendapatkan data
langsung dari narasumber sehingga data yang diperoleh lebih valid. Wawancara
adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan oide
melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topic
tertentu (Esterberg 2002).

2. Observasi

Tujuan dilakukannya obervasi untuk dapat mengamati secara langsung
dan mencatat fenomena yang muncul dalam setting lokasi, objek, atau yang
akan diteliti sehingga tidak ada manipulasi data. Observasi adalah dasar semua
ilmu pengetahuan (Nasution dalam Sugiyono 2013).

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang.

Metode Analisis Data

Gambar 2: Komponen dalam analisis data (interactive model)

Data .
Data Displa
collection lSp y
l Conclusions:
drawing/verifiying
Data
Reduction

Sumber: Sugiyono (2013)

Uji Validitas Data
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Menurut Sugiyono (2013) validitas merupakan derajat ketepatan antara
data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh
peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara
data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesunggguhnya terjadi pada
obyek penelitian. Untuk menguji validitas data dari penelitian kualitatif akan
dilakukan dengan cara menguji credibility, transferability, dependability,
confirmability. Berikutdapat diuraikan masing-masing cara uji validitas data:

1. Uji Credibility (kepercayaan)

Pada penelitian ini uji kredibilitas data yang diperoleh menggunakan
triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan cara untuk menguji kredibilitas
data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek
dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila menghasilkan data yang
berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang
bersangkutan untuk memastikan data yang dihasilkan dianggap benar. Uiji
triangulasi dibagi menjadi beberapa cara sebagai berikut:

a) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi teknik untuk menguiji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi
dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Pengendalian Kredit Usaha Rakyat

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank sangat membantu permodalan
UMKM didaerah sekitar bank tersebut. Kredit yang ditawarkan adalah Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang dimana suku bunga lebih rendah dari kredit pada
umumnya Yaitu sebesar 9%. Pada pinjaman ini hanya khusus diberikan pada
UMKM untuk modal usaha dan bukan diperuntukan untuk pengusaha besar atau
kredit konsumtif. Untuk menjaga aset dan aktivitas kredit yang diberikan bank
agar berjalan baik dan sesuai dengan kebijakan yang di berikan oleh bank
diperlukan suatu pengendalian internal yang mampu menjamin jalannya kredit
tersebut. Untuk menjawab bagaimana proses pemberian kredit dibank BRI
mengenai prosedur saat pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diuraikan

dalam analisis dari data yang sudah didapat dari penelitian sebagai berikut:
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1. Pengajuan Kredit

Pada saat pelaksanaan pengajuan kredit usaha rakyat masih banyak
kendala yang dihadapi oleh bank. Misalnya dalam pengajuan KUR perlu
dilengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah namun,
sebagian besar kendala dari calon nasabah tersebut adalah masalah ijin usaha
calon nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank melalui custumer
service dan mantri membantu memberikan surat untuk mendapatkan ijin usaha
dari pejabat desa atau kelurahan setempat. Akan tetapi dalam proses pengajuan
kredit ini benar-benar melakukan dengan obyektif dan tidak secara subyektif
yang artinya melihat calon nasabah apakah dikenal maupun tidak dikenal oleh
pegawai bank tersebut. saat sesudah melengkapi syarat-syarat pengajuan kredit,
dilakukan survey ke calon nasabah untuk meyakinkan adanya usaha nasababh.
Apabila dalam pengajuan kredit tersebut dilakukan oleh nasabah lama dan
nasabah lama tersebut akan meminjam kredit usaha rakyat kembali maka tidak
perlu melakukan melengkapi syarat-syarat awal kembali, hanya melakukan
survey ulang ke nasabah lama tersebut.
2. Analisis KUR di BRI

Pelaksanaan KUR di BRI dilakukan dengan cara 5c yaitu character,
capacity, capital, condition of economic dan collateral. Pada pelaksanaan 5c
tersebut, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai bank,
terutama pada karakter nasabah. Tidak sedikit karakter nasabah yang bisa
dikatakan kurang baik yang di alami oleh bank sehingga dapat merugikan pihak
bank dan menyebabkan gagal bayar. Misalnya pada saat wawancara ekpresi
dan jawaban calon nasabah meyakinkan tentang memiliki usaha akan tetapi
pada saat survei ke tempat calon nasabah berbohong akan adanya usahanya
tersebut ternyata calon nasabah tidak memiliki usaha. Untuk mengatasi hal
tersebut, bank melalui mantri selaku yang bertugas untuk mensurvei calon
nasabah melakukan mendatangi tempat usahanya tersebut dan menanyakan
kepada tetangga sekitar apakah calon nasabah tersebut benar-benar memiliki
usaha. Disisi pegawai ditemukan penyimpangan atas proses analisis KUR
tersebut misalnya pada saat akan melakukan survey mantri meminta ijin ke
kepala unit untuk melakukan survei akan tetapi, mantri melakukan penyimpangan
yaitu melakukan kegiatan yang berlawanan dengan kegiatan yang seharusnya
dierjakan saat bertugas mensurvei calon nasabah. Misalnya dengan melakukan

tidur-tiduran di masjid pada saat ijin suervei. Hal ini bisa menyebabkan
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pengendalian kurang baik yang dilakukan oleh salah satu petugas mantri dan

bisa menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari.

3. Analisis Agunan KUR di BRI

Dalam analisis agunan KUR semestinya tidak ada yang namanya
agunan, akan tetapi di BRI tetap dilaksankan agunan untuk bertujuan
mengurangi risiko kredit macet yang akan merugikan bank. Pada saat proses
analisis agunan, BRI unit Pasar Besar sudah melaksanakan sesuai kebijakan
yang dibuat oleh BRI pusat yaitu mengecek keadaan fisik agunan apakah layak
menjadi jaminan ataupun tidak. Dalam hal ini apabila nasabah tidak bisa
melunasi kewajibannya maka jaminan yang diberikan oleh nasabah tersebut
akan dilelang oleh pihak perbankan untuk menutupi kerugian yang dialami bank
akibat gagal bayar.
4. Analisis Penetapan KUR di BRI

Penetapan KUR sudah dijalankan sesuai kebijakan yang dibuat oleh
pihak bank. Pada hal ini, kepala unit selaku yang berwenang memutuskan
berapa nominal pinjaman yang diberikan kepada calon nasabah menugaskan
mantri untuk melakukan survei usaha yang dijalani oleh calon nasabah tersebut.
Dalam melakukan penetapan jumlah kredit mantri tidak melihat secara subyektif
calon nasabah melainkan secara obyektif menurut hasil survei mantri
sebelumnya. Penetapan jumlah kredit ini mantri melihat sebarapa besar usaha
nasabah, omset dan jumlah agunan yang diberikan oleh nasabah.
5. Persetujuan KUR di BRI

Pelaksanaan persetujuan KUR yang berwewenang adalah kepala unit
bank. Disisni sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang dibuat
oleh BRI pusat dalam pelaksanaan persetujuan kredit. Dalam prosesnya mantri
sesudah melakukan survei dan menetapkan jumlah kredit yang harus diberikan
ke calon nasabah akan memberikan usulan berapa yang harus diberikan kepada
calon nasabah kemudian kepala unit tetap mutlak yang mempersetujui apakah
calon nasabah tersebut. dalam teorinya yang berwewenang pelaksanaan
persetujuan kredit adalah petinggi bank atau kepala bank, dan sesuai teori di BRI
Unit Pasar Besar yang berwenang dalam persetujuan kredit adalah kepala unit.

6. Pencairan Kredit
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Proses pencairan kredit usaha rakyat di BRI sudah berjalan sesuai
peraturan. Sebelum proses pencairan kredit ini, pihak bank membuat perjanjian
dengan calon nasabah sebelum pencairan kredit. Sesuai dengan teori perjanjian
tersebut bertujuan untuk calon nasabah agar melaksanakan kewajibannya dalam
mengembalikan dana yang dipinjam dari bank. Apabila perjanjian telah dibuat
dan disepakati bersama maka perncairan kredit dapat dilaksanakan melaui teller.
Disini teller menjalankan amanat sesuai dari kepala unit untuk mengecek syarat
apa yang diperlukan dalam melakukan proses pencairan kredit. Apabila
ditemukan kekurangan dalam syarat pencairan kredit maka pencairan kredit tidak
bisa dilakukan. Pencairan kredit nasabahnya harus datang suami istri apabila
sudah suami istri tanda tangan di kantor untuk mendatangani perjanijan hutang
yang di materai, yang mengelola semua itu custumer service setelai selesai
semua dibayar oleh teller dan semua dilakukan di kantor.

7. Monitoring atau pengawasan

Menurut teori yang melakukan pengawasan kepada nasabah adalah
kepala unit dan mantri. Akan tetapi di BRI Unit Pasar Besar yang bertugas
mengawasi nasabah hanya mantri. Mantri melakukan pengawasan melalui via
telepon dalam waktu satu kali dalam tiga hari. Dalam pengawasan mengunjungi
nasabah mantri melakukan kunjungan minimal seminggu satu kali untuk
memastikan keadaan usaha calon nasabah. Disini mantri dalam melakukan
pengawasan juga memberikan solusi atau masukan kepada nasabah supaya
usaha yang dijalankan mengalami kemajuan. Tidak hanya melalui via telepon
dan kunjungan nasabah, pengawasan nasabah juga dilakukan oleh mantri
melalui keadaan rekening nasabah apakah dalam keadaan bagus ataupun
sebaliknya.

8. Sebab-sebab kredit bermasalah

Sebelum mekalukan tindakan penyelesaian kredit bermasalah, mantri
mencari tau apa saja penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut. petugas
mantri sudah mendatangi nasabah yang terdeteksi telah mengalami kredit
bermasalah. pada saat mendatangi nasabah tersebut mantri menanyakan apa
yang menjadi kendala sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam usahanya.
sebagian besar kendala yang dihadapi oleh nasabah adalah penurunan omset.
Oleh sebab itu, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh mantri adalah

pembinanaan kepada nasabah untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Pada
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saat melakukan pembinaan, mantri memberikan solusi dan nasahat kepada
nasabah untuk mengembangkan usahanya.
9. Penyelesaian kredit bermasalah

Seperti bank-bank pada umumnya, apabila kredit bermasalah itu sudah
terjadi maka pihak bank melakukan tindakan Penjadwalan kembali (rescheduling)
yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran
dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah
debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antra lain, usaha debitur memeiliki
prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukan itikad baik. Dalam proses
rescheduling ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) untuk
kemudain di jadwalkan kembali pembayaran untuk di buat perjanjian
rescheduling tersendiri. Yang kedua persyaratan kembali (reconditioning) yaitu
perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada
perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainya sepanjang
tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Dalam reconditioning ini
dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian
bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat
jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi
dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan. Yang terakhir
penataan kembali (restructuring) perubahan syarat-syarat kredit yang
menyangkut penambahan dana bank , konversi seluruh atau sebagian
tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian
dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat di serta dengan
penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.
E. PENUTUP
KESIMPULAN

Dalam jurnal ini membahas tentang pengendalian internal supaya tidak
terjadi kredit macet pada kebijakan baru pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat
(KUR) di Bank Rakyat Indonesia, dilihat dari segala tindakan yang telah
dilakukan disini terlihat bahwa pengendalian internal itu perlu untuk menjaga
kesehatan bank. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah
dilaksanakan pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Unit Pasar

Besar Kota Pasuruan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
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1. Pada pelaksanaan survey ke nasabah, masih ada pegawai mantri yang
melakukan penyimpangan kerja dalam melakukan survey yaitu ketika melalukan
survey melainkan melakukan kegiatan lain di luar survey sehingga melupakan
tugas survey ke calon nasabah tersebut

2. Pengendalian internal pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
pada BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan masih memiliki beberapa kekurangan,
kekurangan tersebut diantaranya:

a. Struktur organisasi pada BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan masih
terdapat kekurangan vyaitu adanya perangkapan fungsi mantri yang
bertugas melakukan survey, analisis dan penagihan.

b. Pada pengajuan kredit belum adanya lembar checklist yang dapat
mempermudah nasabah untuk memenuhi kelengkapan berkas-berkas
pengajuan kredit.

c. Pada Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) masih berbentuk
buku yang didalamnya terdapat banyak debitur dan tidak dapat disimpan di
dalam berkas nasabah yang bersangkutan.
d. Masih ada perangkapan fungsi pada mantri yang tugasnya dari survey
lapangan, analisis kredit, dan penagihan dilakukan oleh satu orang.
3. Pada saat penolakan kredit belum adanya surat keterangan penolakan kredit
yang disertai dengan alasan kredit tidak dapat diproses.
4. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan
masih memiliki beberapa kekurangan, kekerurangan tersebut pada saat
pengawasan kredit Ka. Unit belum ikut terjun langsung untuk melakukan

pengawasan dan pembinaan kepada nasabah yang bersangkutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas maka akan
memeberikan saran perbaikan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki
kelemahankelemahan tersebut dan dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap prosedur pemberian Kredit
Usaha Rakyat (KUR) sehingga dapat meningkatkan pengendalian intern. Adapun
saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Dalam melakukan tugas survey ke calon nasabah, petugas mantri harus
melakukan tugasnya sesuai kebijakan bank dan tidak melakukan kegiatan lain

diluar kegiatan survey ke calon nasabah.

16



2. Sebaiknya mantri hanya bertugas mensurvey, dan melakukan penagihan
kredit.

3. Sebaiknya bagian CS dapat melakukan analisis kredit agar tidak terjadi
tumpang tindih antara fungsi-fungsi yang terkait.

Sebainya pada saat kredit tidak dapat diproses maka sebaiknya membuat surat
penolakan kredit dan mencantumkan alasan kredit tersebut tidak dapat diproses
lebih lanjut.

Kepala unit sebaiknya ikut berperan dalam melakukan pengawasan dan
pembinaan. Ka. Unit juga malukan pengecekkan ulang secara acak terhadap

calon nasabah yang sudah di survey oleh mantri sebelum putusan kredit.
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